zgunan I{'ere?ganmngmz '
faban pusaa‘ teiap imggz %

_._beras dan.. memngkaﬁqan ploduksx bems sampai pada ungkat
swasembada menciptakan, pertumbuhan ekonomi yang berke-
lanjutan, chan menurunkan jumlah, penduduk yang berada dalam
v Zarls, Lermskman P:esta51 politik dan ekonomi yang mengesan-
... kaniny, telah duupang clenga nirol dan inisiatif program pem-
bangunan dam pusat,. '
Meniperoloh ge!m i Dalam. 1<e1angka struktur enu:alxsam kekuasaan politik dan

di Yog}akmm ' _
.S’epmmber 19(5 R

oo s Ratlins otontas administrasi_inilah, Lndzmg undang Nomor 5 tahun 1974
z;eongm UGM (1959, _tegtang,}’okok_pqigok_:Pe_mepnt;}hgn di Daerah diluncurkan. Un-

Gelarszloma indocal .. e e s
Governinent Finance 1. Diskusi lekih lanjut mengenai catatan ‘kebgrhasiian’ pembangunan Indonesia
(2992) dan Masier of lihat risalnya World Bank, The Bast dsian Miracle: Feonomic Growth and Public
sSocial Seignce (19931 Policy, {GxforduCuford Universiy Press; 1993}, Anne Both, ed., The Gil Boom and
«etiperolel deart: University. - - Afiersdndonesion Sconomic Policy and Performance in the Soebarto Era, (Oxford:
of Birmingham, nggris. Oxford University Press, 1992). e

PRISMA 4, April 1995 3




%
i

o Meskipun
<UL No.-5/1974

adalab syl
- komitmen politik,
namun dalam

prakiek yang

... terjadi adalab.
e sentralisasi-yang
domzmn ‘baik
E dalam'

pere%cmzaan
MAUpPUn
" implementasi

pembangunan
" mndonesia.

dangws.mdang tefah melemki;an dasar sistem hubungan pusal-

daerah yang dirangkum dalam’ tiga prinsip: Pertama, desentral-
isasi yang mengaﬁdung arti penyerahan urusan pemerinizhan

.dari Pemerintah atau, Daerah tingkat atasnya kepada Daemh di
/ awahnya Kedua, dekomenrmsz yangberari pehmpahan wewe-

nang dari-Pemerintah “atau Kepala~Wilayah atau Kepala Instansi
y kepada Pejabat-pejabat di Daerah. Ketiga,
toas. per "'ng berarti pengkoordinasian
'rm51p desentralisasi dan’ dekonsentmsx oleh Kepala Daemh,
yang memiliki fungsi ganda sebagai penguasa tunggal di daerah
1 wakil:pemerintali pusatidi daerah: Akibat prinsip-prinsip ini,
dikenal adanya daerah otonom dan mlayah administratif. Daerah
Tingkat I amau Tingkat 11 sebagai sebutan daerah otonom sering

;. diidentikkan dengan Propinsi: atau habupaten yang merupakan
_'wﬂayah adﬁnmstzaaf

Ditekankan, jaga bahwa tmk b ;at desentmi:sasx ch hdonesm

.:.adaiah Daemh ngkai I (Dazz"_ II)"‘ Dasar pemmbangannya

dalah: W@W. dari dimensi k, Dati 11 dipandang kurang

mempunyai Fanatisme kedaemhan sehmgga resiko gerakan se-

:pamnsme“dan pe}uang berkembangnya aspirasi federalis “secarm

relatif‘menjadi minim, Kedua, dari dimensi- administratif, ‘penye-
lenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat rela-
tif dapat lebih efektif. Keriga, Dati II adalah daerah "ujung tom-

‘bak” pelaksanain pembangunan sehingga Dati IIah yang lebih

mengetahui keburahan dan’ potensi rakyat:di daerahnya. Pada

gilirannya, yang terakhir ini dapat meningkatkan focal account-
"abtlziy Pemda terhadap rakyatnya Atas dasar itulah prinsip oto-

nomi yang dianut, yaita otonomi yang nyata, bertanggung jawab,
dan " dinamis, dlharapkan dapat lebih mudah direalisasikan.

Nyata" bérdrti otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan si-
“tasi dan kondisi ‘obyektif di daerah. "Bertanggung jawab' me-

ngandung arti pemberian otonomi diselaraskan atau diupayakan

" ‘uniuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air.
% "Dinamis" berarii pelaksanaan otonomi sefaiu men;adz sarana dan
T ﬂorongan “untuk lebih baik dan maju. : :

“‘Masalahnya kini, meskipun harus dxakm bahwa |

" 5/1974 ‘adalah suaws komitmen  politik, “pamun dalam_pmktek

yang terjadi adalah ‘sentralisasi (baca: kontrol dari pusat) yang

‘dominan baik dalam perencanaan maupun implementasi pem-
’ "bangunan Indonesia. Salah sat fenomena paling menonjol dari

hubungan antara sistemn Pemda dengan pembangunan adalah
ketergantungan’ Pemda yang tinggi terhadap pemerintah pusat.
Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan. Pemda ke-
hilangan’ keleluasaan bertindak (Jocal discretiorn) untuk mengam-

.bil.-kepurisan-penting-dan-adanya.campur-iangan-pemerntah

pusat yang tinggi terhadap Pemda. Astikel ini terutamaakan
membahas masalah ini. Tentunya menarik juga untuk menghkait-

2. Belzkangan ini diperegas dengan dikeluarkannyas Peraturan Pemeriniah (PP)
romor 45 tzhun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonori Dagrah dengan tirik ‘barat
pada Dati 11

4
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Desentralisasi

“Biruktur. di‘mana: Field- Administration

> _ﬁeglo.naaﬁd_" nistration

: '__Pfé:fé_czqral Administration .

Dalegaﬁeﬂ of P.ower.'.

Desentralisation =~

+ Lbeal govemment

Local .gé‘if_ government

:iDevolutioniof Powar

Admmlszraimn

rasi mempakan:pendelegasaan"we—
wenang atas funga-ﬁmga tertentu

stilah yang: sermgkah digunakan oleh berbagal penul;s D1
_ terhha{ bahwa ‘pemerintah’dagmah’ pada umumnya- dzangg’zp
sebagai mamfesta51 stmkturai '-dan desentrahsasz (polzfzcal decen»

3..  Lihat - mlsalnya ubu"i 3 B Allen C’ulfwa!ma be Gmss Raoa‘s %y Locgi
Governrient Matters ( Bomi:ay ‘All-India Tnsthate ‘of loca Seif—chemment 1990)
bab 2. : .

4. AFLeemans, Cbzmgmg Pattern oj fccﬁl Gowrnmmzz} Th«e Hague Imema-.
tional:Union‘of Local: Auihor;t:es, .1970 e o

5. i Maddick, “Democracy; Decm!m!zsaton and ﬁew!opmem (Bombay Asza
?ubhshlng chse 1083).
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. Sentralisasi
‘atau pun
desentralisasi
sebagai suatu

- Sistem
“administrasi
pemeriniaban,
dalam banyak
hal, tidak dapat
_dilepaskan

' dari proses

" pertumbuban
- Suaty negara

fretion) ataw: desemrai13331 acirmn:suauf adalah-kata dain -dari de-
konsentrastizani’

»+Pemierintah pusat dapat memxhh apakah aican menekani{an pa—
da pemenn{ah daerah (Pemda) ataukah pada administiasi _lgapang:
an. Pilihan tergantung pada apakah administrasi lapangan dapat
seefekti§l Pemda dalam mengurangi-dekanan, pusat:dan. mengem-
bangkan penfen D1 pmak lain, dapaikah Pemda melayam kebu—

popuier dlgunakan ni Eercermm dari "pasai 18 UUD 1945 beserta
'semngkazan undang undang yang mbng'uux 1mplemen£asmya :

Se;amh Desem:rahsasa iﬁd@nessa £~

_ Sentralisasi amu pun desentralisasi sebagai suatu sistem: ad-
ministrasi pemenntahan dalam. banyak- hal, tidak dapat dilepas-
kan dari proses pertumbuhan suatu negara, Sejarah mencaiat. de-
senuuhsas; di Indonesia mengalami pasang naik dan sarug, seiring
dengan ‘perubahan konstelasi politik, yang -melekat dan. ter;adi
pada perdalanan kehidupan bangsa. .

Pada’ pra kemerdekaan, Indonesia dq’;;ah Be[anda dan
Jep_a_ng. Penjajah telah melaksanakan desentralisasi yang: _bersxfat
sentralistis, birokmtis dan feodalistis demi - untuk kepentingan
mercka. Penjajah Belanda menyusun suatu hirarki Pangreh: Praja
Bumiputra dan Pangreh Praja Eropa yang harus wunduk kepada
Gubernur Jenderal. Dikeluarkannya Decentralisatie Wet pada ta-
hun 1903, yang ditindaklanjuti dengan Bestuurshervorming. Wet
pada tahun 1922, menetapkan. daerah untuk mengatur rumah
tangganya sendiri sekaligus. .membagi daersh-daerah otonom

‘yang ‘dikuasai Belanda menjadi: gewest (identik dengan. propinsi
.. saat ini), regentschap (kabupaten saal ini), dan.staalsgemeente
ﬁ,_(koiamadya sekarang).  Pemerintah pendudukan Jepang - pacla

dasarnya melanjutkan sistemn pemerintahan daerah seperti.zaman
Belanda, dengan perubahan ke dalam bahasa jepang .
Pemerintah Hindia Belanda, menjelang meletusnya Perang
Dunia 11, pernah.mengembangkan ide sistem administrast yang de-
sentralistis atas dasar federasi. Ide desentmalisasi dan federasi ingin
dihidupkan kembali setelah perang usai untuk melegitimasi peme-
sintahannya di Indonesia dan menghancurkan kekuatan pendu-
kung Republik. Bisa dipahami kenapa konsep desentralisasi dan
federasi menjadi sangat tidak populer, Citra desentralisasi dan fe-

derasi tidak dapat dilepaskan dari politk divide et impera dan
kekuatan-kekuatan pro-NICA dan anti revolusi kemerdekaan.$

6. Diskesi lebih lanjut mengenai sejarah desentralisasi pra- Orde Baru lihat mi-
salnya Ichlasel Armal, *Birckrasi Hubungan Pusai-Daerah: Dillema Pernbangunan
dan Ketergamungan,” dalam FISIPOL UGM, Percikan Pemikiran Fisipol LGM ten-
tang Pembangunan (Yogyakarnz: UGM, 1990). o

T
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R Se;ak :.pemeﬂmahanp_ epubhk Indoaes;a bebempa Undang-'
: undang zentang pemenntahan daemh telah% : Eetapkan__ dany "b&f«

kata otonozm peméuntahan daerah dl
-Indoneaxa ~se;ak' merdeka’ dapat dirang: '

CTOPIK

Tingkatan

'Iuas --.mmah mngga daera‘l "-dlbedakan
(D) 'rumah itanggarsecara’ ma-.
ing bersumber pada ajaran rumah
tangga mateml (materiéle ' bitishouid-
ingsbegrip) di mananterdapat pembagian . .2’2:- ta::r;ﬁﬁ 1%4
kewenangan \secara terperinci’ ‘antara LTI T
tugas: pemenntah pusat-dan-daerah;=(2) soo 1o
rumah tangga isecara il (reéle buishoud- -
ingshegrip),  yaitu - suata sistem’ rumah
tangga’ . yangsdidasaikan pada. keadaan = "
fakior; tindakan, dan’ kebijaksanaan yang - .
nyataj sehmgga terdapat:harmoni antaras 57
wigasdan’ kemamptian” dan’ kekuamn ¥
baikdalaimsdaerah ita sendiri maapun:s:
ciengan pemenntah pusat; (3 srumah: =
tangga’ secara’ formal{(formale buishoud-:
ingsbegrip);“di’manatidak: iemlapat persiiirg i e
bedaan dlad L sisivsifat; dan wusan (yang Ho. 8 lahun 1974
diselenggarakan “oleh: .pememn{ah ‘pusat

:Formil dzn materili

o

tah'isn':i_és"? -4 ::':Formxi dan matsiil-:

No. 18 fahun 1965

* il seluas-luasnya

Al :Ige_rtanggungj_ag.va_b=

3 Tingkatan:

a. Bekas karesidenan
b. Kabupalen

6. Kota

3 Tingkatan;

a. Propinsi
““hrKabupaten/kota besar

¢ Desafkotn kegil

.3 Tingkatan

i B Fropinsi,
b %(abupatea!kota begar
e Desa/kota kel

"3 Tingkatan =
5o 2. Prapinsl 0

. b. Xabupaten/kotamadya
e Kecamatann(otapraja

2 Tng&a%m

2 Propinsi

* b Kabupatenfolmadya

dan daerah, sehingga perbedaan rtugas
yang dilaksanakan dengan kesanggupan
daerah yang bersangkutan. Dalamisistém - i :
ini terkenal adanya urasan pangkal dan tambahan sesuai dengan
sifat Iyata daerah atas dasar kemampuannya N

sttem Hubungan Keuangan ?usat~Daera§1

“ Undang-undang yang :mengatur hubungan fiskal ( keuancan)

Sumbar: Dirjon: FUOD sshagaimana dikutip 6leh Tiahys Supratna (1933).

pusat-daerah No.32 mahun 4956, yang hingga kini belum-dicabut,
meneizpkan sumber-sumber keuangan daerah sebagai/bérikut:®

T Lihat Tiahia Supriatng, Stem Adminisirasi Pemerintaban i Daerab (Jakana;
Bumi aksara, 1993), bab 1.

8. Lihat L.B. Kristiadi, "Mencari Kriteria Alokasi Dana Regional Praspek Kebijak-
sarman yang Ideal” Prisma, no. 8, 1991, hal. 44-4%.
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bubungaﬂ fiskal

caniara-

pusm‘ ~daerah
ditandai dengan
tingginya konirol
pusat rerbczdap

. ... proses
pembangunan

daemb Ini jelas

“terlibat dari

- .rendabnya
proporsi PAD
terbadap total
pendapatan
daerah
dibandingkan
dengan. hesarnya

Pertama, ‘Pendapatan-Ash Daeraly (PAD),: yang: bersumber: dari
pajak :daerah; reiribusis daerah.dan hasil -perusahaan daerah.
Adapun:pajak pusat yang diserahkan: kepada daerah menjadi pa:
jak-daerahmeliputi pajak verponding; pajak verponding Indone-
sta;-pajakrumah-tangga,: pajak kendarasan: bérmotor, pajak jalan,
pajak :potong ‘hewan;'pajak: kopra,~dan pajak :pembangunan:I.
Keduay sebagian dasri'hasilipemungutan :pajak negaratesient,
bearmasuk,:bea keluar-dan-cukai’diserahkan' kepada .daerah.Pa:
jaknegara-testentu tersebut adalah -pajak peraliban; pajpk. upah
pa;ak ‘meterel, pajak kekayaan, dan.pajak persercan. Ketiga,: gan:
jazan, subsidi, dan:bantuan; diberikan kepada daerah dalam hal—
hal tertenin. :

Bagi hasil pajak sertarganjaran, subsidi: dan bantuan yang ti-

.dak dapat dilaksanakan;:berdasarkan: UU-No.32 wahun 1956: di-
gant dengan o

ama, penyerahan tambahan 3 pajak negara
kepada.daerah, yaitu: bea balik nama kendaraan bermotor;: pajak
radio dan pajak-bangsa: asing. Dengan demikian:Daerah mnemu-
ngut 11 macam pajak. Kedua, Subsidi:Daerah Otonom ~(SDO)
diberikan sebagai ganti dari bagi hasil pajak di ams. Ketiga, seba-
gai ganti ganjaran, subsidi, dan bantuan diperkenalkan program
Bantuan Inpres sejak tahun 1969. Keempatl, pinjaman kepada
daerah dimulai dengan bantuan uwang IPEDA (tahun 1969);-ban-

i tuan Inpres Pasar (tahun 1976) dan pinjaman lain (tahun 1978). .
Realzms

Berpijak pada tiga asas desentralisasi-(dekonsentrast; . desen-
tralisasi, dan tugas perbantuan), pengaturan hubungan keuangan
Pusat-Daerah didasarkan atas 4 prinsip: (1. Urasan yang: meru-
pakan tugas Pemerintah Pusat di Daerah dalam rangka dekon-
sentrasi diblayai dari dan atas beban APBN; (2). Urusanyang
merupakan tugas Pemerintah Daerah sendiri dalam rangka:de-
sentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD; (3). Urusan yang

‘merupakan ‘tugas Pemerintah Pusat atau Pemerintah claerah

tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas perban-
tuan, dibiayai oleh Pemerintah Pusat ztas beban APBN atau: oleh
Pemerintah Daerah tingkat atasnya aws beban APBD-nya sebagai
pihak yang menugaskan; (4). Sepanjang potensi sumber-sumber
keuangan Daerah belum mencukupi, Pemerintah. Pusat memben-
kan sejumlah sumbangan.

Realitas Hubungan Fiskal

Rendabnya PAD

Realitas hubungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan
tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah.
Ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD (Pendapatan’ Ash
Daerah)} terhadap total pendapatan deerah dibandingkan clengan

subsidi yang
didrop dari pusat

besarnya subsidi (granis) yang dideop dard pusat. Indikator de-
seniralisasi fiskal adalah rasto antara PAD dengan total penda-
patan daerah. PAD terdini atas pamk-pajak daerah, retribusi da-
erah, penerimaan dard Dinas, laba bersih dari perusahaan daerah

0 Ibid

8
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pfopm& Iﬁdonesm i mana J:aia-mta hzmya 15 4% selama mhun
1984/85 1990/91 Semua prop1n51 kecuahi'DKI jakarta mempu-

rekor DKE jakarta cialam-
memb:ayal “pembangtnan’ da-

Proginsi : 5 lase; .. Parsentase penduduk

Asta-rata % PAD ©

' : }éfh_a@_&p pendspatan -

erahnya senditi layak tniuk di- 1080. 1900, 1984/85-1990/91
catal. Pada tahun fiskal 1987/88 N1 03 e

se‘[az—ah mencatat proporsl })AD D1 Aceh 7,88 137 1,80 1.3
cihadap ol pendapuan oo SN 08 ez mo o
erahnya ; adalah lebih dari 50%. Rim e e
j’amaluddm Alunad dal amsstu-  Jambis A3 e 148
dinyall,- telah mengzcientzﬁkasr Sumatera Selatan 3.50 219
beberapa faktor kunci yang mie- E:ﬁj’g g'gg :gg
nupang PAD Jakara. Periama, g warts P § 480 581
sc‘_::k__tor perdagangan;: manufak-  Jawa Barat - cor 2ALnise 1881 18,73 ca 168
Cturidan jasattelahiberkernbang  Jawatengahia:wn 078a 0 1726 0 15814 4 133
DI Yogyaharta 017 1,87 1825 ... 123
secara substansial. Kedug, pa~  p . Tiueo oL 25000 1979 1831 . L 194
]ak pa]aL dﬂerah rembum “dan Kalimantan Barat 168 181 . oo B4
penerimaapslainnyasuntuke. Dati  Kalimantan Tengsh 0,85 078, ... 98
Ik ternyata “dimasukkan dalam  Kelimantan Selatan 140, 135 S ety 98
... Kalimantan Timur 083 .. .1905 . 149
PAD "Dat T, Keligd, ~sumber e Blaprsn 143 138 . 109
sumber PAD berlokasi di sekior Sulawesi Tengah 0.87 095 . - ... 59
moderen . yang unmumnya  ter- . . SulawesiSeitan.. ... 411 389 ... 248
daftar sehingga memudahlan Sulllawesi Terzggara D8 o DTS e, B4
Bali 167 1,55 19,8
pengumPUIan p’l]&ix Keempaf_,_ Nuss Tenggera Baral . 185 188 18,7
administrasi-pajak daerah relauf ¥ use Te,,ggam T,mur Sy 1.86 182 152
mengunmngkan " Cpaluba & 3,8 1.03 9.4
“abel” 4 dan 5 menggam' __";'?a“%ya 5 o : gre 50
ba1kan zmaiomx sum’i)ea sumber-_”" Imorfimars, T s V3 &8
penerimaan- *-daerah, ' masing: indonssia - 16000 710000 1000 14,6

masing Untuk Dati I'dan'Dag

selumh"'\lhdt}nés'i’t SSéhhla"'E’ihu'n'-“'; Sumbar; Dislzh dad Nota i(euangan dan RAPBN 1992/33; Statistik Indonesia 1890,

anggamn 1986/87 hmgga 1999/

bems_al dau”sumbangan_/banman pemcnntah pusat;’ ditkui® oleh
PAD; ‘bagi hasil ‘pajak dan“bukan paiak: 'Iﬁd’nis;’nya',: kendad titik

10, kihat Dong B, Iskandar, *Masalabi dan Prospek Pembiayaan: Pembanghinan
Deaeral” -makalah : dalam -Sidang Pleno. 15EL VI "?erﬁ.dangan_,:?m\._lr)an&mg_r}:
ng dan ianzangm"' Jakarta ]Si:l 199‘;

Lshat Jama]udcim Ahm’lci Hubungmt Kﬁ’uangmr Aniar, f ’mcrm.’ab,, K a.f-
akarta,

il.....
Da?mb ai Indonesm Rasus Df Aceb, Jawa Txmw duseﬂas: Doksor ‘z’ 0 :
Universitas Gadjah Mada, 1990 (1idak’ dipublilasiian). S
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5. Sisa lexi tzhun sebetumnya 218,84 R R R VT | R

APBDTK |

~“Bumber: Diglzh dari Mota Keuangan dan RAPBN, berbagai tahun.

" TABEL 5. Anatomi Penerimaan Daerzh Tingkat Il Sehiruh Indonesia, 1986/871991/52 .

* 1. PAD <% 29362 . 198 40383 0158 478067 157 T es28
3, Bugh hasit pajak & TTi4740 - 89 #6897 104 42677 142 10 BTT3E

277 bukan pajak b ‘3 ey g R T
* & Sumbangan/oantuan TLoe41497 7 636 17I0Q4CY BB 201214 . 658 383337 . 703

4, Pinjaman daerzh U saert T 37 3EY T2 Naedet 0@ i7eie
“ '8, Sisa lebih tahun sebelumaya 5704 33 7483 ¢ Y28 TR0 o4 s 1566

" Cumlah pererimein ' 149420°° 1000 266802 U000 301456 . 1000 545135
T S e PR L -

_ :'Sumbef Dloiah dan Nota Keuangan dan RA?BN berbagai lahun:

TABEL 4. Anatemi Penerimaan Daerah Tingkat 1| Seluruh indohesia 1986/87-1992/98: ... 0

Pos-pos Penerimaan . 1985,’87 o 1983/89 199{]/9% : _' T 1992f93

dumlgh ifon % aldumiahe %0 Tidumbsh

Jamlahs % .
: miiyajr_ﬁp).--_=.._: s iEivarRD) Ln o (milvar Bp)

{milyar Rp). -, .

g6 B

G '2:.0..1 s
' 2363 7

1. PAD B0B82"

2, Bagi hasil paiak & 11085
bukan pajak P ESEDM B LA S S R

3. Sumbangan/baniuan 208325, 63,7, 238871 .. 854 .0
Pemerintah Pusat i

4. Finarnan dzarah 10,91 04 8,74 02

Uiy wmar
L5800 3141

Jimlah' perarimézn’ 3030 49 ©1008 365454 1000 5{154;6_5__ ‘H}{]O 72

‘Pos-pos penerimazn ¢ 1386/87 1988/80 7 Lidsgian o 1gatjer

dumizh” % Jumiah " Jumlah oo % Jumilah
" {mityar Bp) {milyar Rp)™ i+ 7 (milyar Rp) . . {milyarRp)

Femerintah Pusat

. berat, otonofm daetah dxfokuskan pada Dat; II nanmun l\enyataan-
.- nya justeru Dati 1I- lah yang paling tergantung pada._sumbggg?
"« an/banthan  pemerintah pusat. Sebagian-besar Dati 1I di Indone-
" sia, tepatnya 173 Dati‘Il'ataa 59,25% dari tomal Dati 11 Indonesia,
memiliki angka prosentase PAD terhadap total .belanja. daerah

~ kurang dari 15% (lihat tabel 6). Dengan kata lain, ini menunjuk-
kan betapa rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sum-
ber-sumber daerahnya sendiri. Bisa -dipahami apabila-bantuan
dan subsidi dari: pusat lebih mendom_i_nasi--pembiayaan.-pemba—.
ngunan-daerah dibandingkan. dengan-PAD. Kemampuan: untuk
menyelenggarakan otonomi. daerah, berdasarkan indikator desen-

tealizast-fiskalboleh-difeara-masibrlecik:

Bila diamati lebili mendalam, agaknys ada perbedaan kom-
posisi PAD antara Dati 1-dan Dati U1, Tabel 7 dan mbel 8 menun-
jukkan' Komposisi PAD, masing-masing unmk Datd T dan Daiiil
seluruh Indonesia. Pada Dati 1, penyumbang p’zhng bes&r e
hadap PAD adalah hasil pajak dan rewibusi daerah, yang secara
bersama-sama menyumbang . sebesa 88% pada .tahun. 1988/89'

i
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: dan'_menjad 89,8% pada tahun 1992/93 'Agaknya teqad; Yerge-

: jak daerah: yarig rmenurun (dasi
,.,:,.tahun 992/93) dlganakan
tahun 1988/ _

-.maso kas BPAD: tmgkat 1. sebesar Rp 222 rmiyar
"pada 1988/89. (55%dari AD), dan meningkat
menjadi :Rp. 392 mﬂyar (55,67%: dari total PAD). 5001 Sas 0
Urutan penyumbang terbesar PAD tingkat I selan- > 500

;umya berturut-turut. adalah pajak daerah (26,6% S o =
daﬂ.-_OE?‘l PAD);: penerimaan lainclain, penerimaan “ ot S 02920
«linas- dinas, dan: penenmaan laba BUMD.

-Bumber Mashur Maschab,-et-al;-(1991).

Domtmnnya T mmfer darz Pusat
i»Rendabnya . PAD dan pada:waktu yang sdina nnggmya trans-
fer dari:dana, daripusat menimbulkan kesan pelaksanaan pemni X
dekonsentrasx ‘masih.javh lebil: mencuat daripada desentralisasi.!?-
Subsidi-atau.transfer. dana -dari ‘pusat kepada ‘daerah selama ini -
melalui:tiga jalur. Pertama, SDO (Subsidi Daerah Otonom), yaitu = _
uansfer kepada Pemda runtuk - memblaym ‘pengeluaran _ rutin. :

Kedua,: program: Inpres «(da- .- .
na non—DIP) Jbaik yang bersi- 1. TABEL? Kompaosisi Fendapatan Asti Dzeral Tingkat Selurch Indonasia, ©
1993.’89 & 1932/33 G Con o

far- sektoral . mauvpun .umum, -

dan. digunakan aunmk:amem.-,__§-=Komponen PAD | REPELITAIV1SB8/89 - . .. REPELITAIV.1988/89.
bantu-Pemda: (propinsi, . ka-..... i,

e ah ”%  lumlah %

bupaten/kotamadya;.. »desa), - . _
untuk-membiayai. pengeluar- . oo - __(1_“?3 7 W (juta Rip)
an rutin. dan. pémbangunan; . .y pyjak -

655 006,08 780,45 129019135 7399

sekaligus. sebagai upaya,.on- ... 2 Retribusi 7,59 275 271,03 15,79
ek s mengatasi . ketidakseim- ... . 205 4018301 230
bangan struktur keuangan 555 2485047 143

27 5. Penerimaan lai
antardaerah. Termasuk:dal oo

lam .program_Inpres. ¢ adalah

42 M321522 649

140,00 1743 760,28 100,00

d?rx sumbfa v:wnc.apamn send:n A
pegawzl ‘Dt 11 sérhadap penduduk d P .
Namun bila. dua indileator ini. diguna kan temyata ﬁ-mah saécalx dalam menun;mg:
pe]alcsanaan omnomi daerah. Diskusi lebih lan;ut lihat Mifiah Thoha, “Crenomi’
dan Pembangunan Dﬂerah " juma! Tabunan CIDES, na. 1, 1991 hai 165 178
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Penghx;auan }alan Keizga “Dip (pengeluamn sektoral) yang dl—
alokasikan untake memb;aya; proyek-proyek/pengeiuazam o
bangunan, éébﬁ‘géi ;

TABEL 8. Komposisi Pendapatan Asli Dagreh Tingkat | Selundh Indones
199 ?992/93 i

“'memngkat secatd posmf senmﬁtara
“Inpres dan DEP menuruni s&cara

" REPELITA IV 18 REPELITA Y 1988/89.

umlzh ;’mﬁ'lé

"~ fjuta Bpy {jutaAgy

107 443,76 | :

232 43713 Pemida térhadap: tca{al pengeluaran
1192409 . .2, | ; pemerintah pusat adalah’ 77,28%
2302274 . 570, . 2848330 = “~Pengamatan tethadap progia
39 098,01 74 085,70 - program inpxes menun;ukka‘ Bakh-
40392573~ 100, 70528025 s oot AT Drogramifersebut mempakan

‘updya‘tintukimendesentalidasi be-
e berapa fungsi‘pemerintah>piisat,
R cEie hoanizas terutamarimplemeéntasi pemba-
TRBEL 8. Komposisi masingmasing Transfar Terhedap Total Fransfer (Granis) dan- o0 “ngunan finfrastraktug kepada fén-
Rda:;?nT;Si TraﬁsferTemudap Peﬂgeiuaran Pemearintah Pusaisetama 1983-1983.. : ;:mg ”pemexirim‘hanf:? yang_-—_,.u 1&Bih
= WATL.AY + rendaly Programi Inpres merupakan

Tahun SD0  Inpres oip Totd Tatal Grants/ instrumen kebijakan yang penting
Grants  Pengeluaran Pamarintah - yntukrmengatasi masalalicketim-

T ks pangan :antardaerahsdan-kendala

MNota Keuangan dan RAPBH 1934795, ha

1683 25 22 53 0

1984 28 20 52 ““'birokratis untuk memperkuat ka-
1985 36 16 54° wipasitas Pemda: " Kendati demikian,
1986 45 az 34k i sibeberapa “studil® smenemukarbah-
12:; ;g :g gf AU et LA plogram Inpres hanya'isecara
1989 49 16 35 1 wparsial-mampus menjawab masalah
tersebut. ‘Besar-kemungkinanyang

Rata-rata 39 19 A2 e N = A :
N k 7 terakhir ingedisebabkan oleh be-

Patumbuha!  +482 42 __‘*9-5 LB . berapa masalah: Penama, dalam
Sumbér Dinlan‘dén World Bank (1991). o 7 : - pengalokasian ‘dana lnpres “boleh
. Gatatan: 1. Pertumbuhan dalom i il (1983 109) selaiiz 1953-89, dikata kecil 'sekali dipertimbangkan

berbagai kebutuhian‘daerahi Kedua,

transfer dana dari pusat mengabaikan perbedaan kemampuan

- =zdaerah-dalam membiayai pembangunan dari surmber-sumbeér asli
daerah. Ketiga, disain dana dasi pusat tidak mendorong daerah baik

" unwk pemngkatan PAD maupun pemngkatzn pm;aman daerah o8

- Penyehab Ketergamungan Fiskal

‘Apa yang menyebabkarn | endahnya PAD sehingga tefjadi Tee-
. tergaptungan fiskal Daerah terhadap Pusat? Bagaimana alternatif

solusi yang dapat diajukan untuk mengatdsi masalah Lersebuif

" Lebih lan;ui lihiat Sustydn B. Hirdwan, “The Role of!?ez'@nue Sharing in In!er-
gowmmerzm! fmartczal Relations: The Indonisian Case, Unpublished Ph.D dms{;r—
tation, Birm am, School of Pablic Foiicy, Um»crszw of Birmingham, 1960, ‘Mar:
tin Ravallion, "Inpres and Inequahty A stmbuu:mai i’crspec{we o th Cenn: Re-
gnona] Dlsbursemcms " Bullletin of!rzdonesmn I‘crmomzc SJudxes vol. 24, nD 3
Desermber 1988, hal 53-71. :
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] ’ropms; yzutu DKL{ }akarta jawa Barat dan Jawa Tengah
depgan dominasi sumber penerimaan dari Bank- Pembangunan
Daezah (BPD)‘ dan.Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). .

adalah tingginya dera}at sentmim& dalam bzdang per—
pa;akan Semua pajak utama; yang: paling produkdf dan buoyant
baik: _a;ak Iangsung maupun pajak -tak Jangsung;.ditarik- oleh
Pusat. Pajak penghasﬁan badan dan pajak penghasilan:perorang-
an (termasuk-migas), Pajak. Pertambahan ‘Nilai;:bea..cukai, PBB,
1oyait1/II-H-I/IHPH"" {(atas- minyak, . periambangan,: kehutanan) . se-
mua. diadministrasidan ditentukan. farifnya ‘oleh Pusat. Dua-yang
terakhirmemang telah mempakaﬁ sbanng revenes:{penerimaan
bagi hasil), namun kontrbusinya dalam penerimaan Daerahirela-

tif masih kecil (lihat tabel 2 dan,3).:Alasan. sentrahsasx perpajakan

yang. sering -dikemukakan adalah suntuk :mengurangi- -disparitas
antardaerah efisiensi administeasi, dan keseragaman perpajakan.
Penyebab ketiga adalah kendati pajak daerah cukup beragam
iemyata ‘hanya . sedikit-yang :bisa diandalkan . sebagai sumber
penerimaan.: Pajak daerah yang ada saat.ini berjumlah 50 jenis
pajak, tetapi-yang dianggap bersifat ekonomis, bila.dilakukan. pe-
mungutannya hanyalah 12-jenis: pajak -saja. ‘Sekitar 90%- ‘penda-
patan-Daerah Tingkat I.hanya berasal dari:dua sumber: Pajak
Kendaraan Bermotor-dan Balik Nama. Di. Daerah Tingkat 1 :seki-
tar 85%:pendapatan daerah hanya berasal darizenam: surhber: pas
jak:hotelidan restoran, penerangan. jalan; pertunjukan; reklame,
pendaftaran usaha,:izin- pepjualan/pembikinan. petasan-dan-kem-
bang-api.-Boleh dikata, jenis pajak yang dapat diandalkan di Dati
Il hanya. dar:PBB: Pajak-pajak daemh lainnya sulit-sekali untuk
diharapkan:karena:untuk mengubzah kebijakan pajak: daerah me-
merlukan:persetujuan: dari-Departemen Dalarn Negeri :dan Men-
teri Keuangan, Beberapa alternatif pemikiran untuk memecahkan
masalah ini-adalah: (1) mempertimbangkan kembali sistem  bagt

| Penyumbang

. utama

. penerimaan laba
- BUMD
terkonsentrasi

. di 3 propisnsi,

- yaitu DKI

- Jakaria,

. Jawa Barat dan
- Jawa Tengah;

. dengan dominasi
- sumber

. penerimiaan i
o dari‘Bank:

. Pembangunan

. Daerab (BPD)

. dan Pervsabaan
A Mintm

- Daerah (PDAM)

haeil Fap ﬁonwo i, ﬁﬂ}g&ﬂm @@W@S’gh S }—, A AN ,

rombak Undang Undang Pajak Daemh hun 1957 'agq: potens
pajak-pajak daerah yang cukup banyak tersebut dapat memberi-

kan pmerimaan yang dspza_t dizmda}kan; {3) ag&knya -juga'diper- :

14, Chz:snan{o ‘v‘t"’zbﬁono, Rudy: Suryadl, Riza SL Rayr.r eds hrdcmes‘m R@grmm!
FProfile, (Jakarta: Pusai Data Bisnis Indonesia, 1002) .
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Subsidi
yang bersifat blok
terdiri dari Inpres

Dati I Inpres
Dati Il dan
odnpres Desa.
Subsidi yang
hersifat spesifik
meliputi Inpres
pengembangan
wilayah, Sekolah
Dasar, kesebatan,
penghijauan dan
reboisasi, serta
jalan dan
jembatan_

Tukan refonn351 ‘pajak-pajak daerali dengan meéniadaka; pa;ak-
pajak yang tidak produktif1s Déngan cara ini] ‘biaya pemungutan
pa;ak dapat dﬁekan dzstoml dapat dakurangl dan perhauan

Fakter penyebab ketergantungan ﬁska y
pohtls Banyak crang khawaur apabxla daerah

ga1 ‘contoh’ kuatnya Pemdzl ]ust:eru i
memisahkan’ diri’ dari* Pusat=dan* meny’ebabkan negara * tefsebut
cerai* berai. “Karena 'itd sentralisasi ‘diperiukan agar dagrah tétap
tergantung dengan Pusat, dan pada ‘gilirannya bisa* terap diken-
dalikan’ éleh Pusat: Barangi\ah ini suata kékhawdtiran yang’ erle-
bihan:"Saat' ini; sitiasinya’sangat jauh beibeda’ dengan dasaWarsa
1950:an di’ mana saat i kesatuan’ bangsa dan“Wawasan TUSari-
tara’ belum “sekuat sekarang. Pendekatan’ seciriiy: dan sentralisasi
yang'berlebihian" agaknya sudah ‘Saatnya didnjau’ kembali-pada
masa di‘mana‘masalah disintegrasi dan”separatisme- bukan lagi
menjadi: ancaman ‘seiius; apalagi- U No:5/1974 telah jelas rie-
nekankan ttik ‘berat: de‘seritraiisasi'padd Dati 1L+ Titik berat ' desen:
tralisasi /pada-Dad-II' sangat‘tepat'kaiena fanatzsme kedaerahan
reiattf kurang dibandingkan dengan Dati 1.+ T

~TFaktor terakhir”penyebab adanya ketezgantungan i:exsebut
adaiah *kelemahan” dalam pemberian subsidi ‘pemerintah’ pusat
kepada: pemerintah ‘daerah’ Selama-ini ‘pemerintah* memberikan
subsidi dalam bentuk- blok «(block grants) dan spesifik (specific
grants). Subsidi yang bersifat blok terdin dari Inpres Dati<l;‘In-
pres Dati 11, dan Inpres Desa. Subsidi yang bersifat spesifik meli-
puti‘ Inpres- pengembangan -wilayah, Sekolah Dasar, kesehatan,
penghijauan dan reboisasi, serta’ jalan-dan ‘jembatan. Perbedaan
utama antara‘subsidi-blok dengan subsidi spesifik adalah ‘bahwa
daerah' memilikikeleluasaan:dalam” penggunaan  dana “subsidi
blok; sedang: penggunaan danasubsidi spesifik-sudah-ditennikan
oleh “pemerintah ‘pusat ‘dan ‘daerah tidak ‘punya - keleliasaan
dalam menggunakan -dana ‘tersebut. Apabila dilihat-dari sisi‘jum-
lah bantuan yang diterima oleh pemerintah daerah sejak Repelita
I, maka bantuan yang bersifat spesifik jauh lebih besar daripada
blok. (fihat tabel 10). Tidak berlebihan bila® disimpulkan bahwa
pemerintzh pusat hanya memberi kewenangan yang lebil-kecil
kepada: pemerintah daerah untuk:merencanakan pembangunan
di daemhnya Bila plogam otonomi daerah benar-benar mauw-di-

LCdN i U&.dti, kifi[kk“&llyd UH[(U(UI )dlib ULI‘:“ iy UiUi\ lLUiEl ililbg!
porsmya dampqcla bantuan spe&ﬁk

15, Diskusi lebih lanjut mengenat reformasi hubungan fiskal pusatdaerah dan
pajak daerzh lihat Kenneth Davey, Contral-local Financial Relations: A Repornt for
the Goverment of Indonesta Birmingham, ILGS, 1979; Nick Devas, "Local Taxation
in Indenesia: Oppurtunities for Reform’ Bulleiin oj Indonesian Economic S!udre?
August 1988, :

14
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“ Rgpatita V

CMT

W
omlsh % Jumlah %
4581 217 21es ey
5 4 om0 -
8890 TE

: etergantungan fiskal: anta:a daerah terhaciap pusat-
; _esar Keterganmngan ﬁskal terhhat dan relatxf e

: g' engalarm tmgkat keterganmngan yang paimg t1ngg1 Keéns
dan demikian; Pernda: .berpexan sentral ‘dalam ikut: menyukseskan

pembangun n infrastriktar dan: pelayan:in’ Gsial; serta-telah: ber-
ﬁlngs sebégaz Yalat?: pusat yang’efekii ‘dalam: mendorong pem:
bangunan: daeiah; Dengan *ata Jain; obsesi-pembangunan eko:-
nomi-ke seluruh daerah: Tndonesia; telah mendorong pememntah
piisar untuk  melakukan kontrol pelitik ‘dan ekonomitethadap
pemerintah’ daerah: Justifikasi yang biasanya-dizjukanadalah sia-
bilitas-politik ‘merupakan ' prasyarat mutiak ‘bagi-lancamya pem-
bangunan.Tak pelak lagi; sentralisasi-hubungan pusatidaerah le-
bihmencuat ke permukaan ‘meskipun® desentmhsasx secara’ de
juresudah didendangkan sejakiawal tahun:1970:an: SRR

Artikel-ini-juga ‘mengidentifikasi :fakior- penyebab autama ke«-
tergantungan fiskal' di Indoniesia;. setidaknya meliputi:.(1) kurang

)

b@&@@@@@y&& WW%Wgaxum

16, Kesimpulan ini masih sama dengan studi-studi saya sebelumnya. Libat Mudra-
j2d Kuncoro, "The Political E-“onomy of Decentralization in Indonesia: Towards
C.uinvatmg the Grass-Rociss . The Tnionesian Quaﬁeﬁy, vol 5 no. 3, 1993,
Mudrajad Kuncore, Samsubar.Saleh dan LincolincArsyad, Deserilralisast Fiskal: Tin-
Jauanidanimplikasinya bagi RepelitaVI; Laporan Penelitian BPP-SPR;: Yogvak1ﬂa
Fakuitas Ekonomi UGM, 1994: : Bt
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Csu bszdz/z‘mnsfef

U jakany ) kendati pajak daerah’ cukup beragam ternyata
 sedikit yang ‘bisa diandalkan sebagai sumber penerimas
+.adanya:kekhawatiran-apabila,daerah mempunyai sumber keuang—

" ‘separatisme; (5) kelemahan dalam pemberian subsidi. Kare
.. alternatif solusi yang dztawarkan adalah: (1) meningkatkan
“BUMD; (2) memngkat%\.an penerimaan daerah (3 mengubah po—

ila pembenan subsidi;idan (4) ‘menifigkatkan pinjaman dagrahit7:

" satnya pembangunan daerah akan berard pula meningk

:sban anggaran-pusat. Masalahnya sekarang adalah setelah mninyak
“'dan gds tdak dapat diharapkan -lagi sebagai motor penggerak

: pengambslan kepumsan serm ‘perimbangan keuangan yang P sti

daerah (?) tingginya” dem.jat sentralisasidalam® b;dang perpa-

‘an-yang-tinggi maka-ada kecenderungan terjadi- disintegrasi dan

Bila kondisi ketergantungan fiskal ini terus berlangsung,.. pe-

pembiayaan pembangunan, maka kemampuan negar
melakitkan sentralisasi semakin berkurang. Desentralisasi rau ti-

- dalk mau menjadi altermatif yang lavak untuk benar-benar -diwa-

judkan. - Kelihatannya —desentralisasi - kekuasaan dan distribusi

antara pusat dan daerh merupakan_ pilihan kebijakan stmteg1k
masa depan yang tidak dapat dihindarkan dan ditunda dalam PJP
IL. Indikasi ini setidaknya terlibat darj dxluncurkannya Pakto, 1993
yang pekat dengan nada desentralisasi, dan diikuti ‘dengan pen:
canangan proyek percontohan. otonomx daerah pada 26 Daz; I
mulaz tahun anggaran 1995/96.1 L st

~Bila.-pemerintah : pusat: tetap memandang pentmgny'» ' sub—
s:dl/isansfez karena-alasan upiuk mengurangi ketidakseimbangan
strukiur keuangan antardaerah; barangkali- sudah saatnya-menin-
jat ulang pola: pemberian subsidi kepada daerah. Trend transfer
kepada-daerah sejuk Repelita: V -menunjukkan  kecenderungan:
(1) lebih besamya subsidi spesifik ‘daripada. subsidi ‘blok; (2) le-
bih dominannya dana regional dan dana sektoral yang dialokasi-
kan-untuk Dati-I-dan :Dati (L.~ Jadi. apabila- pemerintah-pusat
menginginkan: terpeliharanya ketergantungan yang abadi ;sécara
politis,.maka tentu saja keébijakan sepefti-ini dapat dipertzhankan
agar. pemerintah daerah ‘mudah dikontrol dan diawasi.: Namun
sebaliknya, apabila. pemerintah  menginginkan adanya otonomi
pemerinah daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab,
maka kebijakan pemberian bantuan tersebut harus lebih-diarah-
kan pada kebuthan daerah setempat untuk -mengejar- keting-
galannya dari daerah lain serta-mengurangi tingkat ketergantung-
annya pada pusat di- masa datang. Bila otonomi:daerah-secara
konsisten hendak. diterapkan sudah  sepantasnya bila proporsi
subsidi blok lebih-besar daripada. proporsi subsidi spesifik. -

~-Pengalamarndi banyak negam menunj jukkan adanya: koniro-
RET S e n«angam Amenbal. g

rsentralisasiyang-paling-baile-bagh-cuats

negara pada suatu kuran waktu terteniu.*® Kendati demikian, fak-

17.. lebih }anj'{it _}i§1a£ ]zpomr__i _Feﬁelﬁzi:&_nMucﬁra;ad Kuncoro, _ét al. (1994, B

18, Lihat F LB, allen; op.cit, bab-X;-G 5. Cheema dan DNA: Rondinelli, eds., D
centralisation and Developmeni: Policy Implementationin  Develbping Ceuntries
(Bevesrly Hills: Suge Publications, 1983); G.5. Cheema dan . D.A, Rondelli; dmple-

ié
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-:'mk d1u;1 baga1man reaksmya- erhaciap erubahan sxtuasz' dan.

< untuk. segera dimodifikasi bila diperlukan. Ketiga, penelitian le-
“bih 1an;ut yang relevan diperfukan untuk memantau implemen-

' '_'tam dan ‘mempertimbangkan apakah perlu dilakukan penyesuai-
--an, mengingat dinamisnya hubungan pusat-daerah.

-tor publik, segala keputusannya selalu: bérdasarkan pertir

Pemda d1 Indonesxa yang meliput DPRD cian Kepai :-
adalah instfusi’ vang melayam masyarakat sekahgus me

jemern baru dalam Pemda harus. mempernmbangkan A

‘pentingan-daérah (local choice) yang mencerminkan _palihan

Dalam konteks ini, adalah: menarik untuk mempertimbang
kap suam pendekatan dan mana]emen bam dalam

institusi politik. Karena penguasa daesah lermasuk. organ;

politik. Ini.berarii -keperluan dan disain suatu pendekata

}’emda (2) mana]emen yang mendukung proses pohtx

dan sanggup merespon asp1ra51 penduduk daerah.

upaya remventmg govemment sungguh menank unmik disimak.20

Menurut mereka, semangat wuausaha t1dak hanya chkonota&ka
dengan pelaku bisnis tapi juga ‘amat mungkm chterapk’m bag

para pelaku di birokrasi dan lembaga pemerintah lainnya. Se:' -\ i h

orang wirausaha selalu'berupaya inenggunakan sumberdaya de-

ngan cara bare untuk memaksimalkan produktivitas dan efekiifi-,
tas. Dalam konteks. pemermtahan daerah, semangat wuausaha _

dapat diwujudkan dengan mengubah gaya {nanajemen yang hi-
rarkis-birokratis menjadi ‘gaya manajemen yang lebih partsmpanf
Ini dapat dilakukan dengan: (1} mencipiakan manajemen yang
iebih mendukung inovasi dari bawah; (2) strukturiyang tidak
ketati/kaku; (3) lebih banyak memberi masukan kepada pengam-
bil keputusan; (4) otonomi lebih tinggi; dan (5) bekerja dalam
satu lingkungan tim kerja yang solid.@

menting Decentralization Programmes in Asia: Local Capacity for Rural Develop-
ment (Nagoya: United Nations Centre for Regional Devclopment 1983).

19, Lihdt Muc‘frﬂ)ad Fl.nr‘oro, anajemen Pembﬂngunan ﬁalam_P}P I Menuju
Désénuralisasit', Usebaman no:4, th, X301, April 1904, hat. 8.12.

20. Diskusi lebil fanjus lihat David Osbore dan Ted Gaebler, Reinventing Gor-
ernment: How the Emtreprencural Spirit in Transforming the Public Sector (New
York: Penguin Books Lid, 1993), terutama bab 0.
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Buku bacaan wajib di
berbagai IAIN dan menjadi
rujukan bagi mereka yang
berminat tentang masalah
Islam.

Tumbuhnya gerakan moderen Islam
Indonesia bukan hanya didorong oleh.
kesadaran bahwa mereka tertinggal dari
golongan lain, namun juga oleh alasan-
alasan teologis.

Karena itu, gerakan mereka tidak sepi ¢+

dari reaksi kalangan Islam tradisional, di
samping dari kalangan lain serta sesama

gerakan pembahani, Pemerintah kolonial . il

melakukan berbagai cara untuk .
menghambat mereka sekalipun secara resmi -
bersikap netral dalam masalah agama.

Buku infadalah uraian komprehensif =~ -

tentang gerakan moderen Islam yang
menjadi salah satu unsur pergerakan
nasionai melawan pemerintah kolonial.

GERAKAMN MODEREN ISLAM
DI INDONESIA: 1900 - 1942
Deliar Noer

376 + xx hal. Rp. 11.500,00

Dapatkan di toko buku di kota Anda.
Pesanan langsung (tambah ongkos kirim 10%, minimum Rp 2.000/ eks. )

alamatkan ke: PT Pustaka LP3ES Indonesia J1. S, Parman 81 , Jakarta 11490

Telp. 566 3527, 567 4211. Fax.: (021) 568 3785




